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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS - DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W

WALIKOTA MOJOKERTO

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otononu
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan Gtik
berat pada daerah, maka dipandang perlu menetapkan
Pemebentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi Dinas Daerah ;

bahwa ketentuan-keientuan yang mengatur tentany
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan

Daerah.

Undang-undang Nomor 17  Tahun 1950  tentany
Pembentukan Daerah Kota Kecil —Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentany
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Ctonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 165) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTAMG

“Monetapkan
PFMBENTUKAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Kota, adalah Kota Mojokerto ;
Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
Walikota, adalah Walikcta Mojokerto ;

Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris [Daerah Kota
Mojokerto ;

e. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kota Mojokerto yang
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota ;

f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto ;

¢g. Cabang Dinas, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota
dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah yang telah
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya ;

k. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD,
adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Bo oo

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dibentuk Dinas
Dinas Pekerjaan Umum ;

Dinas Kesehatan ; .

Dinas Pendlidikan dan Kebudayaan ;

Dinas Pertanian ;

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ponanaman Modal ;
Dinas Perianahan ;

Dinas Tenaga Kerja ;

Diras Kependudukan ;

Dinas Kesejabteraan Sosial ;

Minas Informasi dan Komunikesi ;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
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Trinas Kebersihan dan Pertamanan ;

Dinas Pendapatan.
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BADB Il
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah Kota adalah unsur pelaksana Ponerictan
Daerah ;

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melsksanakan tugasnya beradas dibawah dan bartangguny
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daeran Ko ;
Bagian dan Sub Dinas masing-masing dipimpin oleh
Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang beracia dibaweh
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin olek Kepate
Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibzwah dan
berznggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub
Dinas.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANIS/ASE
Baglan Kesatu
Einas Pekerjoan Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Urnum mempunyai tugas pokok

melaksanaken sebagian urusan rumah tongga daeren

dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi perencenaar,

pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Pekerjasn

Umum dengan kabijakan Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalisac

peda ayat (1). Dinas Pekerjaan Umum mempunyal

rungsi

a. Perumusan kebijasanaan leknis dibidang Pekerjaer
Umurm;

b. Pemberian  perijinan dan pelaksansan pelayenan
umam

¢. Pembinaan berhadap Unit Pelaksana Tekrds Dinas
dibidang Pekerjean Umum ;

d. Pengelolaan urusan ketatausahasn Dinas.

13) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dar

a. Kapela;
b. Wakil Kepala ;
¢. DBagian Tata Usaha, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian :
3. Sub Bagian Keuangan.
d. Sub Dinas Perencanasan dan Jasa Konstruksi, terdini
amg
1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Konetruksi ;
2. Seksi Jasa Konstruksti ;
3. Seksi Perijinan.
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. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
Seksi Peralatan dan Perbekalan ;

Seksi Pemeliharaan Jalan den Jembatan.
f. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri atas

1. Seksi Pernukiman dan Penychatan Lingkungan ;
2. Seksi Tata Bangunan ;

3. Seksi Penataan Ruang Kota.

5ub Dinas Pengairan, terdiri atas

1. Seksi Pembang!mnn.dnn Pemeliharaan ;
2. Seksi Bina Manfaat ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

i, UPTD Pemadam Kebekaren.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekeriaan Umum adeleh
sebagaimana tercantum dalam Lampiren I dan merupakan
hapian yang tidek terpisahkan dari Peraturan Daerah int.

o

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paral &

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah di tidang Kesehatan
yang meliputi perencanaan dun  penyelenggaran
pelaganan kesehatan masyarakat serta  pembipaan
pengendalian dan pengawasan upaya keschatan sesual
dengan kebijakan Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok scbapaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Kesehatan memprunyai fangsi

a. Penyusunan rencang dan program pembangunsn
dihidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikers

L. Pelaksanaan pembinzan  ‘tcknis  dibidang  urnya
polayanan kesehatan dasar don upeyva pelayeran
kesehatan rujukan sesuai  dengan  peraturan  dan
kobijakan rujukan yang ditetepkan oteh pemerintok

<. Pelaksonaan penyvuluhan keschatan dan pembiraan
tmaga pengolah kesehaten sorta pemherian sertfives
penvuluhan ;

d. Pclaksanaan pemrosesan perijinan dibidang peloyanan
kesehatan, distribusi obal, persedipan farmast den
inakanan verta pengobatan tradisonal ; '

e. Pengeloloan administrasi umum, melioufi

~  ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkaparn
dan pesalatan dinas ;

f. YPelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit lega
terkait ;

2. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Telnis
Lxinas {UPTD).

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas

a. Kepela;
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b. ¥Wakil Kepala;
¢. Bagian Tata Usaha, terdiri atas
1. Sub Bagian Umum ;
2. 5ub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Baglan Keuangan.
d. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Bina Rumah Sakit ;
2. Seksi Bina Puskesmas ;
3. Seksi Kesehatan Khusus.
e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit, terdiri atas
1. Seksi Pengamatan Penyakit ;
2. Seksi Imunisasi ;
3. Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit.
f. Sub Dinas Pembi:nafl_n dan Pengendalian Jaminan Mutu,
terdiri atac '
1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan
Alat Kesehatan ;
2. Seksi Jantinan Mutu Pelayanan Kesehatan ;

3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Makanan,
Minuman dan Tempat-tempat Umum.

Sub Dinas Pembinaan Lingkungan, terdiri atas
1. Seksi Kebersihan Lingkungan ;

2. Seksi Drainase ;

3. Seksi Kebecrsihan Tempat Umum ;

4. Seksi Penyuluhan Kesehatan,

h. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Thu dan Anak,
terdiri atas

1. Seksi Kesehatan Ibu ;

2. Seksi Kesehatan Anak;

3. Seksi Gizi.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
j- Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Keschatan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 1 dan merupa-
kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

1,
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Bagian Ketiga .
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal ‘6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
pokok 1nelaksanakan sebagian urusan rumah tangga
daerah dibidang pendidikan yang meliputi perencanaan,
penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pemeliharaan
sarana  pendlidikan, kurkulum, tenaga fungsional,
pendidikan  luar  sekolah,  kebudayaan,  pemuda

keolahragaan ;
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1;, Dinas Pendidikan dan Kebuduyasn

mempunyad fungsi

a. Perwmusan kebijakan dalain rangks perencaraan

pembinaan dan pengembangan hidang pendidilan dan
kebudayaan yang ditetapkan oleh Walikota ;

Pendidirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dnsas
dan menengah ;

Pengaturan dan pengawasan penerithgan  murid
sekolah, keuangan, ketntalaksanaarn, aloialat
periengkapan dan pembanguoun gedung sekolal Gan
tenaga teknis, nang sekolah, ijasah can perpusiakaan
srkoleh ;

Pengelolaan,  penelitian,  pendcokumentasian  dan
penmeliharaan berbagai bentuk seni  budeya

masyarakat;

Penyusunan program penyediaan  sarana  darn
prasarana, penginventarisasian, penyelarasan dan
perawatan sarta pengawasan pengginaan sarana send
duen budaya ;

f. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni <an
budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat,

g. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaen pregram
dibidang kepemudaan dan keclahragaan ;

h. Pelaksanaan kebijaken pembinasn dan pengemobanvan
kepemudaat dan keolahragaan yang meliputi prog-am
pengembangan anak remaja dan pemnuda serta kegialan
keolahragaan ;

i. Pengelolaan administrasi Umum melipuli  ketats
Jaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan
peralatan dinas ;

j. Pengelolaan dan pembinaan Cabang Diras den UFID
pada Dinas Daerah.

Susunan Qrganisasi Dinas Pendidiken dan Kebudayaan,

terdiri atas '

a. Kepala;

b. Wakil Kepala ;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum ;
2, Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
d. Sub Dinas Ketenagaan, terdiri atas
1. Seksi Teknis ;
2. Seksi Non Teknis ;
3. Seksi Pengernbangan Sumber Dar-a Manusia.
e. Sub Dings Sarana dan Prasarena Pendidihan, ferdin

atas
1. Seksi Pengadean Sarana Pendidikan ;
2. Seksl Pengawasan dan Pemelthuraan |



%. Seksi Inventarisasi.
¢ Gub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri atas

1. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-
kanak dan Sekolah Dasar ;

2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan SLTP, SMU/
SMIC ; :

3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian/Pengawasan ;

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, TPem uda, Olah

Raga dan Budaya, terdiri atas

1. Seksi Kebudayaan ;

2. Seksi Pemuda dan Qlah Raga ;

5. Soksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

i. Cabang Dinas ;

j.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan adalah  sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran I [ T dan merupakan bagian yang tidak terpisah-
Yan dari Peraturan Daerah ini.

7
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Bagian Keempat

[}
Dinas Pertarian

TPasal 7

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pertanian

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pelayanan pevtanian sesuai dengan kebijakan Walikota |

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pertanian mempurnyai fungsi

a. Perumusan  kebijakan  teknis dalam  rangka
perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidanyg
pertanian ;

b. Penyusunan rencana dan program dibid

Penyusunan  Standart Pelayanan Minimul

bidang pertanian ;

Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian

yang meliputi tehunologi tapaman pangan. peternakan

dan perikanan di tingkat usaha tani ;

e. Pelaksanaan pemberian informasi. dan pe,n_vuluhan
dibidang pembangunan pertanian ;

{. Pelaksanaan pembinaa, pengawasan dan perginan
usaha pertanian ;

ang perta nlan

dalam

]

:_.‘L

g. Penyelenggaraan tisaha pengelolaan di bidang

pertanian ;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instanst/
terkait ;

wis  keria
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i, Pengelolaan administrasi Unmum  meliputi ketata-
laksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan
peralatan dinas ;

j. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelawsana Teknis
Dinas ( UPTD ) dan Rumah Potong Hewan

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdirt atas
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan, terdiri atas

1. Scksi Bina Program;
2. Seksi Penyuluhan dan Informasi ;

d. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas
1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan ;
2. Seksi Budidaya dan Pemasaran ;
3. Seksl Penanggulangan Hama dan Prityakit.
e. Sub Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas
1. Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Pengembangan |

2. Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakil, Ternak
dan Ikan ;

Kelompok Jabatan Fungsional ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong

Hewan.

g.
Ragan Susunan Organisasi  Dinas [erlaniair  adalah
sebapgaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupa-
kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
inil
Bagian Kelima
Dinas Lalu Lintas dan Angkutap Jalon

Pasal 8
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas
okok melaksanakan sebagian urusan rumali tangga
daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengendalian
dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan inian kepade
masyarakat sesuai dengan kebjjakan Walikota
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagainning dimakend
pada ayat (1), Dinas Lalu Lintas dan Angizutan Jalan
mempunyai fungsi
a. Penyusunan rencana pembanpunan saring dar,
prasarana lalu lintas dan angkulan jalan Jalaoy wilayah
kota ;
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k.

Penunjukan lokasi terminal, kecuali lokasi terminal
yang fungsinya melayani angkutan antar kota Propinsi,
peageiolagn, pemeliharaan fisik dan ketertiban
terminal ;

Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kenwlaraan
bermotor dan tidak bermotor ;

Penunjukan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat
pemberhentian/halte dan tempat-tempat penyeberang-
an;

Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada
perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan

untuk menyelenggarakan penempatan dan pemelihara-
an rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ;

Pemberian jjin pendirian perusahaan kendaraan
bermotor dan bengkel umum untuk kendaraan
bermotor dan pengawasannya ;

Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk trayek atau
lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah kota |
Penctapan ketentuan-ketentuan tambahan mengena:
struktur alat-alat pada mobil bus dan penumpang yang
digunakan crang/barang secara tertib dan teratur ;
Penetapan dan pemberian fjin sekolah mengemudi ;
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja
terkait ; '

Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis
Dinas ( UPTD ) Terminal.

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan,
terdiri atas

a.

b.

Kepala ;

Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Ba'gian Kepegawaian ;

3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Dinas Lalu Lintas, terdiri atas

1. Scksi Manajemen Lalu Lintas ;

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;

3. Scksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
Sub Dinas Angkutan, terdiri atas :
1. Seksi Angkutan Orang;

2. Seksi Angkutan Barang ;

3, Seksi Angkutan Khusus.

Gub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas -
1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;

2. Seksi Terminal ;

3. Seksi Perparkiran.

Kelompok Jabatan Fungsional ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.
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b. Bagian Tate Usaha, terdiri atas
1. Sub Bagian Umimm;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Dinas Program, terdiri atus
1. Seksi Penyusunan Progren: ;
2. Seksi Data dan Informasi ;
3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
d. Sub Dinas Perindustrian, terdiri atas
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
2. Seksi Usaha Perindustrian ;
3, Sgksi Iklim Usaha dan Perijinan.
e. Gub Dinas Perdagangan, terdiri atas -:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembﬁﬁgan :

2. Seksi Usaha Perdagangan, Fromosi dan Bimbireran
Usaha ;

Seksi  Pendaftarar, Informasi Perusahaan  rdan
Pertindungan Konsumen.

f. Sub Dinas Penanaman Modal, lerdiri alas
1. Seksi Perijinen Penanaman Modat ;
2. Scksi Pengendalian dan Pengawasan Investasi ;

A. Seksi Pengelolean dan Pemberdayean Kega Seuna
Penanaman Modal.
Bagan Eusunan Organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagaimsna
teccentum dalam Lampiran V [ dan menipakan bagiern
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanahan

o
v

Pasal 10

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah  dibidenp

Pértenahan yang meliputi perencanaan, pelaksanzan dan

pengendalian  pelayanan pertanshan sesuai  deqpan

kebijakan Walikota serta melaksanakan tugas lain veng

diberikan oleh Walikots ;

Untuk melaksanaken tugas pokok eshagaimana dimaksiic

pada ayat {1), Dinas Pertnahan mempiunysai trigas :

a. Penyustunan rencana pelayanan teknis pembinzan dan
himbingan teknis dan kebijakan di bidang pertaraban
daersh kota ;

b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencans cen
program pembangunan di bidang pertanahan ;
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Uenvusunan program data dan evaluasi pengeldlasi
o intormasi di bidang pertanahan;

Penyusunan terhadap pemberian ijin dan pelayanan
pemberian hak tata guna tanah dan pendaflaren,
pengesahan hak atas tanah, pengaturan penguaszan
tanah berdasarkan peraturan perundang-undengan ;

Penanganan permasalahan dan sengketa pertanahan i
wilayah Keta 3

Pelaksunaan teknis koordinasi antar instansi terkait,
iembaga-lembaga kemasvarakaten dalam  reneia
pelaksanaan kebijakan di bidang pertanaban ;

Pengelolann administrasi nmum, mejiput kelatslax-
sanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan
peralatan dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, tevdiri atrs

g,
HR

d.

g

Kepala ;

Bagian Tata Usaha, terdiri atas

1. Sub Bagian Umum ~:: Kepegawnian;

2, Sub Bagian Perencansan dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keuangarn ;

4. Sub Pagian Pelayana:: dan Informasi.

-, Suh Dinas Peneaturan, i"wnguasaan dan Penatagunasn
2 g

Tanah, terdiri atas
1. Seksi Penatgunann «1n Penguasaan Tenah ;

2. Seksi Pengendalicn, Pengusssan dan Pengguncan
Tanah ;

3. Seksi Konsolidari Tanah.

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah. Penanganan Masalah
dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Pengurusan Fak-hak Atas Taneh ;

Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat ;

. Seksi Penanzanan Masalah Tanah.

Sub Dinas Pengukuran dan Pametacy, terdiri atas
1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan

2. Sekai Pendaftaran Tanah.

Suh Dinas DPeralihan Hak-hek Atas Tanah dac
Pembinaan PP AT, terdiri atas

1. Seksi Seksi Peralihan Hak-hak Atas Tanah ;

2. Sekei Pembebanan Hak-hak Atas Tanah, Pemiinaan
PTAT dan Informasi Pertanahan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

P oo

Bogan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan acdaleh
sebagaimana tercantum dalam Lempiran V I 2ab
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratnran
Deecah ind.



Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 11

(1) Dinas Tenaga Kerja miempunvai tugas porok
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dacrathi
dibidang Ketefnaggkerjaa.n yang meliputi perencaraen, Jdan
pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya scsudl
dengan kebijakan Walikota serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Walikota ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi

a.

[

Penyusunan perencanaan tenaga kerja sesuai dengan
kebiiakan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;

Penyediaan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan
dair pendaftaran organisasi pekerja di tingkat kota ;

Penyediaan, penempatan, penyaluran tenaga kerja serta
pembinaan upaya perluasan lapangan kerja ;

Pemberian jjin perpanjangan penggunaan tenaga kerja
WNA pendatang, lembaga pelatihan domestik/asing
dan pemagangan ke luar negeri dan fasilitas
penempatan tenaga kerja AKAD/AKAN

Pengurusan pelatihan tenaga kerja, produkbivitas
tenaga kerja serta fasilitasi upaya peningkatan kualitas
tenaga kerja ;

Pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan
pekera ;

Pengawasan berlakunya peraturan ketenagakerjaan,
pengiriman TKI ke luar negeri termasuk pemberian gjir
yang berkaitan denmgan norma umwm dan khusus
ketenagakerjaan di perusahaan ;

Pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimwn
Regioral (UMR) termasuk fasilitasi jamdnan sosial
tenaga kerja (JAMSOSTEK) ;

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi
terkait dan lembaga sosial masyarakat bidang
ketenagakerjaan ;

Pengelolaan administrasi wmum, meliputi ketatala-
ksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dan
peralatan dinas.

(3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdirl atas

?}

Kepala ;

Bagian Tata Usaha, terdiri atas

1. Sub Bagian Umum ;

Z. Sub Bagian Kepegawaian\;":'

3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri atas

1. Seksi Perencanaan dan Program Ketenagakerjaan .

2. Seksi Favaluasi dan Pelaporan ;
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3. Scksi Informasi Data Ketenagakerjaan ;
4. Scksi Analisa dan Bimbingan Jabatan.

d. Sub Dinas Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja,
terdiri atasg '

1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja ;
2. Seksi Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Keria ;
3. Scksi Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Forja ;
4

. Scksi Sertifikasi, Perijinan dan Pembinaan Instruktur
dan Lembaga.

e. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja,
tevdiri atas

1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan
Persyaratan Kerja ;

2. Seksi  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungau
Industiial ;

3. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan JAMSOSTEK ;

4. Scksi Pengawasan, Keselamatan dan Keschaian

-

{0 KSR o Gt
Bagan Susustan Organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran VI dan
nwrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan

] Pasal 12

Dinas  Kependudukan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daeish
dibidang Kependudukan yang meliputi perencanaan dan
pelaksanaan pendaftaran, pencatatan penduduk dan
mobilitas penduduk serta pengendaliannya sesuai dengar
kebtjakan Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimane imaksud
pada ayat (1), Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :

a. Petrumusan kebjakan tentang perencanaan teknis
pembangunan dan  pengelolaan administras:
kependudukan,Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk: ;

b. Pembinaan  umum = dan  teknis  berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri ; '

¢. Pelayanan kepada masyarakat di bidang Kepen-
dudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk ;

d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang ke-
pendudukan, Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk ;

Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang
administrasi Kependudukan, Catatan  5Sipil daa

Mobilitas Penduduk ;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Unit Kouja
terkait ;

¢
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g Pengelolaan administrasi umum, melipnti ketatala-
ksanaan, keuangan, kepagawaian, parlengkapan dan
peralatan dinas.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, terdiri atas
a. Kepala;
b. Bagian Taia Usaha, terdiri atas
t. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Dinas Administrasi Kependudukan, terdiri atas
1. Seksi Kependudukan ;
2. Seksi Pengolahan Data ;
3. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.
d. Sub Dinas Pelayanan, terdiri atas
1. Seksi Kelahiran ;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
3. Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
e. Sub Dinas Mobilitas Penduduk, terdiri atas
1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
2. Seksi Pemindahan ;
3. Seksi Eveluasi dan Pelaporan.
£, Sub Dinas Penyuluhan, terdiri atas
1. Seksi B]'_;m Kependudukan ;
2. Seksi Bina Pencatatan Sipil ;
3. Seksi Bina Mobilitas Penduduk.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupa-
kan bagian yang Hdak terpisahkan dari Peraturan Daerah

.
Bagian Kesepuluh

Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Dinas Kescjahteraan Sosial mempunvai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga-daerah vany,
meliputi  Kesejahteraan Sosial, Rehabililasi Sosia i dan
Penyelenggaraan Bantuan Sosial serta melaksanakan hugas
lain yang diberikan oleh Walikota ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Kesejahteraan Scsial memypuns al
fungsi

a. Perumusan  perencanaan  kebijakan  pembinaan
pemberian bimbingan dan perijinan di bidang sosial
sesitai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

Waiikota ;
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B, Puolakssnaan kebijekan di bidang usazha kesejahltesaan
sosial, rehabilitasi sosial serta bantuan sosial :

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
asaha sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial ;

d. Telaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yimne
mewtfudkan kesatuan dan keserasian gerak vang
berhubungan dengan peningkatan pelavanan kepada
inasyarakat di bidang sosial ;

e, Pengelclaan administrasi umuom, meliputi ketatsia-
ksansan, keuangan, kepagawaisn, perlengkapan dan
peralatan dines,

sustnan  Organisasi Dinas Kesejahleraan Sosial, terdiri
clas
a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiriatas :
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.
<. Suhb Dinas Bina Swadaya Sosial, terdiri atas
1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
2. Seksi Kesejahteraan Anak dan Masyarakat.
. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, terdiri atas
1. Seksi Rehabilitasi Ansk, Penyandang Cacat, <an
Tuna Sosial ;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh,

Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri
atag

1. Seksi Dimbingan Bina Organisasi, Sumbangan Sosial
dan Bantuan Korban Bencana ;
2. Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan
Largut Usia.
f. Kelompok Jabhatan Fungsional.
Began Susuran Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial
adalah sebagaimana tercantin dalam Lampiran X dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eraturan
Daerah imi,

3

Bagian Kesebelas
Dinas Informasi dan Komunikast

Pasal 14

Pinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokox
meiaksanskan sebagian urusan rumah tanggz daerah
dibidang Informasi dan Komunikasi yang meliputd
perencanaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
pemberdayean potensi informasi, penyampaian informasi
baik lengsung maupun melalui media serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Walikotz’;
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pade ayat (1), Dinas Informasi dan Keomuukas

mempunyai fungsi :

a. Pertmusan  perencanaan  kebijakan,
perijinan di bidang informasi sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh Walikota ; -

b. Peleksansan  kebiijakan di  bidang  hubungan
masyarakat, pemberdayaan potensi nformasi dan
penyampaian informasi ;

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
hubungan tnasyarakat, pemberdayean  potensi
informasi dan penyampaian informasi ;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja
terkait;

e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatala-
ksanaan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan dar
peralatan dinas.

Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komuwunikasi,

terdiri atas

&. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Suh Bagian Keuangan.

¢. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi, terdin
atas
“1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikast Sesial ;

2. Seksi informasi Mobile, Ceramah dan Dialog.

d. Sub Dinas Media Cetak dan Moderen, terdiri atas
1. Seksi Penerbitan ;
2. Seksi Media Tardisional, Promosi dan Pameran ;

3. Seksi Perfilman, Radio, TV, Media Baru den
teknologi Informasi dan Komunikasi.

e. Sub Dinas Perpustakaan, terdiri atas :
1. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan ;
2. Seksi Pelayanan dan Referensi.
f. Sub Dinas Hubungan Masyarakat, terdiri atas
1. Seks: Pelayanan Masyarakat dan Hubungen
Lembaga ;
2. Seksi Pemberitaan ;
3. Seksi Dokumenitasi.

morutonng,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Informac:  dap
Komunikasi adaleh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI dan merupakan bagian  yang  tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kednabolas
[inns Koperasi, dan Usaha Kecil Manangah

Pagal 15

Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah mempunye:
tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rurnali tengga
dacrah  dibidanp Koperasi melipui merencancian
pemhinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaen
pendengunan Koperasi dan Usaha Kecl Menengah di
dacrah  sesuai  dengan kebijakan Walikota  serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikots ;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Koperasi, dan Usaha Fecil Menengali

mampunyai fungsi

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencannar
tekids pembangunen dan pembinaan koperasi Jdan
usaha kacil menengah ;

b. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan koperasi
serta fagilitasi pembiayaan simpan pinjamn ;

¢ Yelaksansan pembinsan dan pengembangan Sumber
Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengeh ;

4. Fembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian
perfjinan dalam pembangunan useha Koperas can
Tisahe Kecil Menenguh ;

e, engelolaan administrasi umum, meliputi ketzatzla-
Jnelp -
bsanaan, keuangan, kepapawaian.’ perlengkapan iisn
parafatan dines ;

f. ¥rlokeapaan koordinasi dengan instansi/unit kevja
terkait.

Susunan Organisasl Dinas Koperasi, dan Usala Kedail
Mernengah, terdiri atas

s. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
1. 5ub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Keuangan.

«. Sveb  Dinas Bina Sumber Daya Manusia daon
Kelembagaan, terdiri atas

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana ;
3. Seksi Hukum, Peraturan dan Penyuluhan.

4. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil
Menengal, terdiri atss

1. S2ksi  Pertanian, Kehutanan, Industri dan
Pertambangan ;

2. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian :
3. Geksi Perdagangan dan Anekea Jasa,



e. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Dlirjon,
terdiii atas
1. Seisi Bina Usaha Simpan Dinjarn
2. Seksi Pernbiayaan dan Jasa Keuangan ;

3. Gelksi Pengendalian Simpan Pinjam.
. Kelompuk Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha %ozl

(2)

3

Menengeh  adalah  sebagaimana  torcantum daiae

. L) ¥y . |
Lampirzan XII dan merupakan bagian  yang ¢ el
terpicahlcen dari Peraturan Deerah int.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan { [2i€)*)

Pasal 16

Dinas  Kebersihan dan Pertamanan mempuneai toas

pukok melaksanakan sebagian urusan sumah  twepa

dzerah dibidang Kebersithan dan Pertamanan meipuli
perencanaan, pelaksansan dan pengendnban pelayaran
kebarsthan dan pertamanan  sesuai  dengan  kebijakan

Walikota ;

Untuk melaksanaken tugas pokok sebagaimana dimzksud

pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertemanea (DR

mempunyei fungst

a. Prlaksanaan pengumpulan dan pengolehan  dala,
poenyusanan perunusan kebdjoken teknis. penyusinan
fencans dan program ;

b. Pelakeatwan kebijakan teknis pembuangan dar
pengeloiaan sampah, pemnanfeatan gampal,
penyultthan dan pernberien blmbmgaﬂ sesutat kehijakan
yang ditetapkan Walikota ;

<. Pelaksangan  pembangunan,  pemeliharaan  dan
pengeloiaan penerangan jalan dan mman, pemakaman
cesuai kebijakan yang ditetaplkan oleh Walikota ;

d. Penyispan, pematangan Ilahen pemakaman  dan
pertamanan ;

o, Pelaksanaan pengendalian dan  pengamanan  rlas
pelaksonaan tugas sesual  ketentuan  perundang-
* undangan yang berlaku ;

f. Pelaksanaan kegiatan koordinasi :erla kerja sama
dengan instansi/unit kera lain guna kelincaran
peleksanaan tugasnya ;

2. Pelaksanaan kegiatan administras{ ketatzusnhaan yengy
meliputi tata usaha umum kepegawaian, keuangar,

dan perlengkapen.
Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertumanen,
terdivi atas  : -

a. Kepala;

2, Bagian Tata Usaha, terditi atar
1. Sub Bagian Umum ;
2. Sul Bagian Kepegawaian ;



3. Sub Bagian Keuangan.

¢. Sub Dinas Xebersthan, terdiri atas
1. Seksi Kebersihan Jalan dan Saluran ;
2. Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah ;
3. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir.

d. Sub Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum, terdiri
atas :
1. Seksi Fembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
2. Seksi Penghijauan ;
3. Seksi Pemakaman Umum.

e. Sub Dinas Pemeliharaan dan Penyuluhan, terdis atas
1. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan ;
2. Seksi Perbengkélan ;
3. Seksi Penyuluhan.

(4) Bagen Susunan Organisasi Dinas Xebersihan «dan

(B

(2)

Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XTI dan merupakan bagian yang  hdek
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pendapatan

Pasal 17

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanaker.

sebagian wrusan rumeh tangga daerah dibidang

pendapatan yang meliputi perencanaan, pelaksansan dan
pengendalian pelayanan pendapatan sesuai dengan
kebijakan Walikota ;

intuk mejaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pengaturan dan
pemberian petunjuk teknis dalam kegiatan di bidang
pendapatan ;

b. Pelaksanaan pelayamin umnum, penyuluhan dan

pengendalian rencana dan program pembangunan di

bidang pendapatzn ;

Penyusunan program dan evaluasi, pengeloiasn deta

dan informasi di bidang pendapatan ;

d. Pelaksanaan pengelolaan perijinan yang menyangkut
kegiatan penerimaan pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;

g

¢. Pelaksanaan koordinasi dengen instansi terkait dalem
rangka meningkatken penerimaan pendapatan dan

retribusi ;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan bimbingan teknis
dalam rangka peningkatan péndapatan
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g- Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketitz'a
ksannan, keuangan, kepagawaian, perlengkapan <nr
peralatan dinas.

Snsanan Organisesi Dinas Pendopatan, terdin atas
a. FKepala;
b. Hagian Tata Uraha, terdini alas
1. Seb Bagion Umum ;
2. Sub Baglan Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri atas
1. Eekni Penagihan dan Pererimean Fesar
. Saka Ketortiban dan Keamanon ;
2. Sekei Kebersihan dan Pemeliharaen.
d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapun, terdiri alas
1. Seksi Pendatasn dan Pendaftaran;
2. Seksi Perhitungan, Pemeciksaasn dan Penetapan .
3. Seksi Pelayanan Anggaran.
e. Sub Dinas Pembukuan dan Fenagilun, terdiri atas
Seksi Pembukuan dan Verifikasi :
Seksi Penagihan ;
Seksi Restitusi, Perfimbangan dan TFenvelesiar
Keberatan,

4. Sekai Evaluasi dan Pelaporan.
f. “ub Dinas Yendapatan, terdiri atas

oo

3
:

1. Suksi Penerimwsan I'endapatan ;
2. Seksi Penerimaan Retribusi ;
% Saksi Imventarisasi dan Vemlwkuar Peada dan

Barang Kebuituhannya ;
i. Seksi Pengakajian dan Pengembengan Pendspafer.
g. Kelompok Jabatan Fungsionel.

Bugan Susunan Organisasi Dinas  Pendapatan ade'ab
sebagaimiana tercantum dalam Lampiran X1V dan
merupakan baglan yang tdak terpisahkan dari Peratvren
Deerah ftd.

Bagian Kelimabelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksankan sebagian tugss dinas sesuai dengan keah!ian
dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masiog-
masing ; :

Kelompeok Jabatan Pungsional sebagaimana ersebut pada
gyt (1) Pasal ini dipimpin oloh seorang Tenaga Fungyionai
Senicr selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan
Lartanggung jawab kepada Kepala Dinas



(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi ke dalain sub-
sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-
masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior ;

(1) Jumieh Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan siiat,
jenis dan beban kerja yang ada ;

{(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenambelas
Cabang Dinas
Pasal 19

Pada Dinas dapat dibentuk Cabang Dinas berdasarkan beban
tigas dan kebutuhan.
Bagian Ketujuhbelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

Pada Dinas depat dibentuk Unit Pelaksana Tekrds Dinas
(UPTD) atas dasar beban tugas dan kebutuhan.
BAB V
URAJAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 21
Ureian tugas dan tata kerja Dinas pada masing-masing jabatan
aka diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22
Jeris jenmjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian masing-mesing Dinas diatur sesuai dengan
veraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
atas usul Sekretaris Daerah Kota ;

[2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian darn
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan
memperhatikan ustl dari Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daereh ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
sesuni dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 24

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas akan ditetapkan
denyan Keputusan Walikota.



Pasal 25

(1) FPembentukan Dinas, sebagaiinana dimaksud dalam Patal 2
dapat dilaknlan perubahan sctelah diadakan evaluasi dan
tidak  bertentangan dengan ketenhuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Flal-hal lain yang belum diatur dalam [eraturan Daerah
ini, sepanjang menyengkut pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan betlakunya Feraturan Daerah ini, maka Peraturan
Dacrah Kota Majokerto yang mengatur ketentuan tentang
Pambentikan, Kedudukan, Tugas Pokek, Fungsi dan Susunan
Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,

dinyatakan tidak berlaku.
| Pasal 27
Peratnran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintehkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
Jalam Lembaren Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Januari 2001
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap. Titd
TEGOEH SOEBJONO, SH.

Diundangkan di Mcjokerto

pada tanggal 1 Pebruari 2001

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARADII
Pembina
NIP. 010 178 0053

| EMBARAN DAFRAH KCTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 4
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LAMFIRAN [1 PERATURAN DAERAH KOTA MOIJOKER T
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LAMPIRAN T PERATURAN DAERAIL KOTA MOJORKLRTO
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LAMPIRAN TV PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
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TANGGAL 30 JANUARI 2001
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LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 4 TAHUN 2001
TANGGAL 30 JANUARI 2303
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAIL KOTA MOJOKF T
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA MOIOKFRTO
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X PERATURAM DAFRAH KOTA MOJOKERTO
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LAMPIRAN X PERATURAN DAERAHN KOTA MOJOKERTO

NOMOR

TANGGAL

4 TAHUN 2001
30 JANUARI 2001
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LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 4 TAFUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARJ 2001
BAGAN SUSUNAN OGRGANISASI
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
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LAMPIRAN X1 PERATURAN DAERAH KOTA MOIOKERTC

NOMOR
TANGGAL

4 TABUN 2001
30 JANUARL 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
SINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAL

KILOMPOK JABATAN |

KEPALA DINAS

SUB BASIAY
KEUANGAN |

SUB BAGIAN
KYPEGAWAI
AN

A I
SUB DINAL

HINA SUMBER DAYA MANUSLA

AN KELEMBATAAN i

e

SEKSI
N PENGRMBANGAN SUMBER
DAY A MANUSLA

I—

STKSI
— ORGANISASTDAN TATA
LAKSANA

SERSI o h.§|

L HUKUM, PERATURAMN i3AN
PENYULUHAN

J

——

[_ SUR DINAS

BINA USAHA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

1

~

SEXSI
PERTANIAM, KEHUTANAN,
NDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

SRKSI
INDUSTRI PERTANIAN
DAM NON PERTANIAN

SEKSI
PERDAGANGAN DAN
AMRKA JASA

S R —

SUB [DINAS
FASILITASI PEMBIAY AAN
DAN SIMPAN PINTAM

e ———

SPKSI
PEMBIATAAN DAY
JASA KEUANGAN

SEKSI

PENGENDALLANY
SIMPAN PINIAM

WALIKOTA MOJQKFE!

" Capn Ttd

TEGOEH, SCEIONO. AT



" LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH XOTA MOJOKERTO

NOMOR
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KOTA MOJOKIRTC
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